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BUPATI BANYUMAS
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PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG

TUGAS PCKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA

Menimbang

Mengingat

PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Womor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaaﬁ Pembangunan
Daerah Kabupaten Banyumas dan sebagai pedoman operasional
Badan untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tatakerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banyumas.

Y 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabypaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262):



5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang
Nomor 17 Tahun 2003
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

Menteri Dalam Negeri

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 7
Seri D).

MEMUTUSKAN: ‘

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,

URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

o s~ 0Db

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas;
Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Banyumas:

Unit Pelaksana Teknis'yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagain
tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang wilayah kerjanya dapat
meliputi lebih dari satu Kecamatan;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri:



8. Jabatan Fungsional Umurm adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan

tertentu serta mendasarkan pada perintah/petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Susunan organisasi Badan, terdiri dari:

a Kepala Badan;
b Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2 Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; '
¢ Bidang Ekonomi terdiri dari:
1 Sub Bidang Ekonomi;
2 Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
d Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
1. Sub Bidang Sosial Budaya;
2 Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari:
1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
2 Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
t UPT,
g Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB Il
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 3
Kepala Badar'\ mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Badan
mempunyai fungsi:

a
b.
c

penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan ;:;ernbangunan
daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi
di bidang perencanaan pembangunan daerah;
penetapan rencana dan program kerja Badan:

penyelenggaraan pemberian informasi di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta:
pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;

pembinaan terhadap UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan
dalam lingkup tugasnya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Uraiar: tugas Kepala Badan sebagai berikut :

a.

menetapkan rencana program kerja dan jadwal kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menetapkankebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan evaluasi kinerja perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengorganisasikan kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan berdasarkan kajian potensi daerah sebagai penentu
arah pembangunan daerah Kabupaten Banyumas;

mengkoordinasikan teknis penyusunan arah kebijakan umum pembangunan daerah
(AKU APBD dan atau kebijakan perencanaan pembangunan lainnya) melalui
proses yang terbuka bagi publik sebagai dasar penyusunan APBD;

menyusun prioritas pembangunan tahunan daerah berdasarkan penilaian capaian
kinerja pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
sumberdaya daerah dalam penetapan APBD;

menyusun program pembangunan daerah dan rencana tahunan daerah sebagai
pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam program
tahunan propinsi dan program tahunan nasional;



merumuskan kebijakan teknis pembinaan di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, pendataan berdasarkan iaﬁoran instansi
terkait dan survey untuk pemutakhiran data;

mengorganisasikan penyelenggaraan administrasi surat menyurat, keuangan,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta
perlengkapan dan rumah tangga dinas agar sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku;

mengorganisasikan pemberi bimbingan, pembinaan dan pengawasan tugas Badan
yang dilaksanakan UPT melalul rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas Baoan
efektif, efesien dan tepat sasaran;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapal sinkronisasi pelaksanaan tugas:

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada atasan
sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksana!un tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan
Badan guna menunjang kegiatan Badan.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

a.

mengkoordinasikan secara administratif penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah agar tercapai keselarasan proses perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh Bidang-bidang;

mengkoordinasikan secara administratif kegiatan monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah agar tercapai keselarasan proses kegiatan monitoring dan
evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh Bidang-bidang;



mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian di lingkup Bagian
Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

rnengarahkan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
Badan, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan
gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk
mengetahui permasalahan yang terjadi;

menyampaikan informasi kebijakan strategis badan kepada pihak yang
berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

meneliti rencana kebutuhan barang badan, rencana mekanisme kerja dan tata
ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;

memberikan petunjuk penyusunan perencanaan beserta anggarannya kepada
pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang
sesuai; s

mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kegiatan Tahunan, Rencana Kegiatan Badan, Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporannya (AKIP/LAKIP), Arah Kebijakan Umum
(AKU), Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Pertanggdngjawaban Bupati (LPJ/AMJ),
Daftar Skala Prioritas serta rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
Badan serta' bentuk perencanaan dan pelaporan lainnya dari masing-masing
pimpinan kegiatan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan,

meiaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan
organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan,

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.



Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat
menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta
perlengkapan dan rumah tangga badan guna kelancaran tugas urusan umum.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :

a

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; .
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

menyelia pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, _perpustakaan,
kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan
kerumahtanggaan badan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi;
menyampaikan informasi kebijakan teknis dinas kepada pihak yang berkepentingan
untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;

menganalisis kebutuhan barang sebagai bahan usulan rencana kebutuhan barang
badan;

menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan tata ruang kantor untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas,

memberikan penjelasan aturan kepegawaian dalam rangka pembinaan pegawai;
rmemeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi,

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

"



Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
Pasal 10

Kepala Sub Bagian. Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola

pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan guna kelancaran urusan keuangan dan
bina program badan.

Pasal 11

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut:

a

melaksanakan administrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah agar tercapai keselarasan proses perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh Bidang-bidang;

melaksanakan administrasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan
daerah agar tercapai keselarasan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan
yang dilakukan oleh Bidang-bidang;

meiaksanakan administrasi dan koordinasi penyiapan materi penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kegiatan Tahunan, Rencana Kegiatan Badan, Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporannya (AKIP/LAKIP), Arah Kébijakan Umum
(AKU), Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Pertanggungjawaban Bupati
(LPJ/IAMY), Ijaﬂar Skala Prioritas (DSP) serta bentuk perencanaan dan pelaporan
lainnya melalui pengumpulan usulan tim atau pimpinan kegiatan agar diperoleh
sinkronisasi perz=ncanaan;,

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

memberikan penjelasan penyusunan perencanaan beserta anggarannya kepada
pimpinan saluan organisasi agar sesuai dengan program kerja badan,
mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan badan agar
diperoleh sinkronisasi perencanaan dan pelaporan;

menganalisis pendapatan daerah yang dikelola dinas sebagai bahan pertimbangan
dalam menetapkan target pendapatan dinas;

mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran dinas dari
masing-masing pimpinan kegiatan agar sesuai dengan standarisasi indeks biaya
dan rencana strategis dinas;



k. memeriksa administrasi keuangan dinas guna terwujudnya tertib anggaran;

. menyelia pelaksanaan tugas perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan
organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

n. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

o. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efeklivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan,

G melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Ekonomi
Pasal 12
Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan rumusan kebijakan
teknis dan pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan

pertanian, kehutanan, dan pengembangan dunia usaha untuk meningkatkan kinerja
perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Pasal 13

Uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi sebagai berikut:

a mengkoordinasikan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan,
perkebunan, pengembangan industri pertambangan dan energi, perdagangan,
koperasi, pariwisata, investasi dan perusahaan daerah sebagai pelaksanaan
rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah
prcpinsi dan pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan tanaman pangan, petemakan,
perikanan, kehutanan, perkebunan, pengembangan industri, pertambangan dan
energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan perusahaan daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢ melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan
pengawasan perencanaan pembangunan daerah di bidang tanaman pangan,
petemakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pengembangan industri,

peitambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan
perusahaan daerah:



melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data perencanaan
tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pengembangan
industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi
dan perusahaan daerabh;

mengorganisasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai - dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat,

mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, penyusunan rencana
usulan kegiatan dan rencana anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan
Bidang;

melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data perencanaan di
bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan,
pengembangan industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi,
pariwisata, investasi dan perusahaan daerah sebagai bahan perencanaan dan
pengambilan keputusan;

inengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah di bidang ekonomi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan
program;,

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang beriaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan’ bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan kegiatan Bidang Ekonomi kepada atasan sebaugai pertanggungjawaban
kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.
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Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
y Pasal 14

Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan
pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang pengembangan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan perusahaan

daerah guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
pengembangan dunia usaha.

Pasal 15

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha sebagai berikut :

a

melaksanakan kebijaxan umum di bidang perencanaan pengembangan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan
perusahaan daerah, _

menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha sebagai pelaksanaan
rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah
propinsi dan pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan propinsi
dan prog}am tahunan nasional;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan
perusahaan daerah;

meneliti dan mengendalikan arah dan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pengembangan industri, petambangan dan energi,
perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan perusahaan daerah;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pengembangan industri, pertambangan dan energi,
perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan perusahaan daerah;

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang pengembangan industri,
pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan
Perusahaan Daerah dalam pengembangan sistem informasi perencanaan
pembangunan daerabh;

1



melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
pengembangan industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi,
pariwisata, investasi dan Perusahaan Daerah;

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha,
pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pariwisata, investasi dan
perusahaan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha kepada atasan
sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidapg tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan
Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang

kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pertanian tanaman pangan,

peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan dalam rangka pengembangan
ekonomi masyarakat. '

Pasal 17

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan sebagai berikut :
a.  menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum di bidang perencanaan pertanian

tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
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menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, petemakan, perikanan,
ehutanan dan perkebunan sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh
daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan
dalam program tahunan propinsi dan program tahunan nasional;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pertanian tanaman pangan,
petemakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;

meneliti dan mengendalikan arah dan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan,
kehutanan dan perkebunan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan,
perikanan, kehutanan dan perkebunan;

petemakan,

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan,
peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan dalam pengembangan sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah;

melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan
pengawasan di bidang perencanaan pertanian tanaman pangén, peternakan,
perikanan, kehutanan dan perkebunan,;

melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas; |

membina, membimbing dan mengawasi tugas Badan yang dilaksanakan UPT dan
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaanya tugas yang
dilimpahkan efektif dan efesien ; \

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; '
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
eﬁsiénsi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

13



p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Pasal 18
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan
pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang sosial budaya, pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan.

Pasal 19

Uraian Tugas Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagai berikut :

&  mengkoordinasikan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang sosial budaya, pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri
ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk
dimasukkan dalam program tahunan propinsi dan program tahunan nasional.

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya,
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan .
pengawasan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya,
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, '

d. melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data perencanaan
Bidang sosial budaya, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;

e. mengorganisasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Bidang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

- memperoleh kesatuan pendapat;

h. mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, penyusunan rencana
usulan kegiatan dan rencana anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan
Bidang;
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mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan di
lingkup Bidang perdagangan guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan;
memberikan informasi kebijakan strategis Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
melalui pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainya guna
meningkatkan arus informasi pelayanan;,

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Bidang
Sosial Budaya dan Pemerintahan terhadap tugas yang dilaksanakan UPT dan atau
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan tinjauan
lapangan agar pelaksanaanya tugas yang dilimpahkan efektif dan efisien:
mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahian uniui mengetanui
kesesuaiannya dengan program,

meiaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan'efektivitas dan
efisicnsi pelaksanaan tugas;

melaporkan kegiatan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan kepada atasan
sehagai pertanggungjawaban kegiatan:

rnelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
Pasal 20

Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan penunjang kepada
perangkat daerah di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan, kependudukan,

catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama guna meningkatkan kinerja
perencanaan pembangunan sosial budaya.

Pasal 21

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Sosial Budaya sebagai berikut :
a melaksanakan kebijakan umum di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan,

kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, agama dan transmigrasi;

15



menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil,
tenaga kerja transmigrasi dan agama sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai
oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah
pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan propinsi dan program tahunan
nasional;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan,
kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama;

meneliti dan mengevaluasi arah dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan
daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja,
transmigrasi dan agama,

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan
sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama:

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,
kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama dalam
pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan
agama;

melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan
agama;

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; '

menjabarkan dan membagi.tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,
melaporkan’ kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
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menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil,
tenaga kerja transmigrasi dan agama sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai
oleh dserah sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah
pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan propinsi dan program tahunan
nasional;

melaksatakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendidikan, kesehatan,
kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama,

meneliti dan mengevaluasi arah dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan
daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja,
transmigrasi dan agama; \
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan
sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama;

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,
kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan agama dalam
pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan
agama;

melaksanakan ‘inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
pendidikan, kesehatan, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan
agama;

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; '

menjabarkan dan membagi. tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
melaporkan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
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Paragraf 2
lepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 22

b Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
rlaksanakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan
h penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pemerintahan
herdayaan masyarakat guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
han dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23
ugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
erikut :
ksanakan kebijakan umum di bidang perencanaan pemerintahan,
berdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial:
yiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
nan daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan
jahteraan sosial sebzgai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah
diri ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk
asukkan dalam program tahunan propinsi dan program tahunan nasional;
laksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan,
nberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial,
eneliti dan mengendalikan arah dan kebijakan program dan kegiatan

mbangunan daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan
isejahteraan sosial;

laksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
fmbangunan daerah di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat
ysejahteraan sosial,
jenyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan,
gmberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dalam pengembangan sistem
yformasi perencanaan pembangunan daerah;
ielaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan
sengawasan di bidang perencanaan pemerintahan , pemberdayaan masyarakat
lan kesejahteraan sosial;
melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social;
menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan
‘Pemberdayaan Masya}akat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; .'
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
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yelenggarakan kegiatan inventarisasi pendataan dan pemutakhiran data
pgai bahan analisis kebijakan;

aksanakan koordinasi dalam unit kera, antar unit kerja, dengan lembaga
syarakat dar atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
incapai sinkronisasi pélaksanaan tugas,;

ymberikan bimbingan dan penilalan kinerja bawahan guna meningkatkan
ektivitas daa efisiensi pelaksanaan tugas;

emeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
rosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,

aelaporkan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
.epada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

nelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Baglan Kelima
Kepala Bidang Prasarana Wilayah
Pasal 24
)ala Bidarg Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
umusan kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan 'penuniang kepada
-angkat daerah di bidang perencanaan sarana prasarana, pengemﬁangan wilayah,

mbérdaya alam dan lingkungan hidup guna meningkatkan kinerja perencanaan
ymbangunan daerah di bidang prasarana wilayah.

‘ Pasal 25

raian tugas-Kepala Bidang Prasarana Wilayah sebagai berikut:
mengkoordinasikan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang infrastruktur sarana prasarana transportasifjalan,
perumahan dan permukiman, tat'a bangunan, drainase, air bersih, penatapan ruang,
pengembangan wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai
pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam program
tahunan propinsi dan program tahunan nasional;

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang
infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan, perumahan dan permukiman, tata
bangunan, drainase, air bersih, penatapan ruang, pengembangan wilayah,
sumberdaya alam dan lingkungan r{i&lup:

c. menckoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan, ~pembinaan  dan
pengawasan di bidang sarana prasarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
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nelaksanakan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data perencanaan di
yidang sarana prasarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, penyusunan rencana

usulan kegiatan dan rencana anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan
Bidang;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan kegiatan monitering dan evaluasi pelaksanaan  program
pembangunan daerah di bidang infrastrukt(xr sarana prasarana transportasi/jalan,
perumahan dan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penatapan ruang,
pengembangan wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

melaporkan pelaksanaan' kegiatan Bidang Prasarana Wilayah kepada atasan
sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi. -
\ Paragraf 1 '
Kepala Sub Bidang Sarana Prasana dan Pengembangan Wilayah
Pasa! 26

{epala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
sokok melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan
pelayanan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan infrastruktur
sarana prasarana transportasifjalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase,

air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah guna meningkatkan kinerja
perencan2an pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah.
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Pasal 27

tugas Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
ai berikut :

elaksanakan kebijakan umum di bidang perencanaan infrastruktur sarana
rasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air
grsih, penataan ruang dan pengembangan wilayah;

nenyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
phunan deerah di bidang infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan,
serumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan
sengembangan wilayah sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah
sendiri ataupun diusulkan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk
Himasukkan dalam program tahunan propinsi dan program tahunan propinsi dan
orogram tahunan nasional,
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan infrastruktur sarana
prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air
Ibersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah;

meneliti dan mengevaluasi arah dan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang infrastruktur sarana prasarana transportasifjalan,
perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan
pengembangan wilayah;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang infrastruktur sarana prasarana transportasi/jalan,
perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan
pengembangan wilayah;

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang sarana infrastruktur sarana
prasarana transportasi/jalan, perumahan permukiman, tata bangunan, drainase, air
bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah dalam pengembangan sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah;

melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
perencanaan infrastruktur sarana prasarana transportasifjalan, perumahan
permukiman, tata bangunan, drainase, air bersih. penataan ruang dan
pengembangan wilayah;

melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
infrastruktur sarana prasarana transportasifjalan, perumahan permukiman, tata
bangunan, drainase, air bersih, penataan ruang dan pengembangan wilayah,;
menyusur: rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,
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ielaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
rasyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
sencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas,

sembimbing dan menilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
fisiensi peleksanaan-tugas;

nemeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
yrosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

nelaporkan kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
tepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

nelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
yrganisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Pasal 28
la Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
<sanakan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan
‘anan penunjang kepada perangkat daerah di bidang perencanaan sumberdaya
dan lingkungan hidup guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
»erdaya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 29
an Tugas Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai
ut: . :
melaksanakén kebijakan umum di bidang perencanaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;
menyiapkan bahan penyusunan program kerja pembangunan daerah dan rencana
tahunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan
kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam
program tahunan propinsi dan program tahunan nasional;
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;
meneliti dan mengendalikan arah dan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

menyiapkan data perencanaan pembangunan di bidang sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;
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elaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan
sengawasan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data perencanaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

/membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakal dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan kegiatan Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup kepada
atasan sebagai pertanggungjawabén kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Bagian Keenam
. UPT
Pasal 30

jas pokok uraian tugas dan tata kerja UPT diatur kemudian dengan Peraturan
pati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
menunjang pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai
dengan I_ceahlian bidang masing-masing sesuai ketentuan yang berllaku;
) Jumlah ’Ja\batan @gsional d‘itentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB |V
TATAKERJA
Pasal 32

pala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
jh Bupati.

Pasal 33
jgian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang,
ng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, sedangkan Sub
igian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang

asing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan
'pala Bidang yang membawahinya.

Pasal 34
plompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub kelompok yang masing-

asing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya
an ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 35
ralam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala
jub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT serta para Pejabat Fungsional pada

Jadan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,

ntegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam
jngkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 36

1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sesbagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
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)y Daiam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37
\ara Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan
‘erencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan
)erdasarkan laporan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala
‘epala Badan

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan formasi
jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
'2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban biaya
kena.

Pasal 39

|[Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 40
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

/Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Dec 2004

langkan dj Purwokerto

Tanggal ADY

KRETARIS DAERAH KABUPATEN
YUM
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